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Korupsi Dana Covid-19, Eks Kadisnakertrans Kabupaten Serang  

Dituntut 7,5 Tahun 

 

 
(https://www.kompas.com/) 

 

Sebanyak dua mantan pejabat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten 

Serang, Banten dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Serang dengan pidana penjara 7,5 tahun. 

Keduanya yakni mantan Kepala Disnakertrans Kabupaten Serang R Setiawan dan mantan Kepala 

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Disnakertrans Kabupaten Serang Sutarya. JPU Kejari Serang Endo 

Prabowo menyebut, kedua terdakwa dinilai telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi 

penggunaan dana belanja tidak terduga (BTT) Covid-19 senilai Rp 3 miliar. 

 

Kedunya secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 

20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. 

"Menjatuhkan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan dan membayar 

denda Rp350 juta subsider 4 bulan kurungan," kata Endo dihadapan hakim yang diketuai Dedy Adi 

Saputra di Pengadilan Tipikor Serang. Senin (3/4/2023). Selain pidana penjara dan denda, keduanya 

juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp1,4 miliar dengan ketentuan apabila tidak 

dibayarkan atau harta bendanya tidak mencukupi maka terdakwa dipidana penjara 3 tahun 10 bulan. 

Sidang pun ditunda pekan depan dengan agenda mendengarka  pembelaan atau pledoi dari pengacara 

maupun kedua terdakwa. 

 

Dalam uraian jaksa, perbuatan terdakwa berawal dari Disnakertrans mendapat bantuan Rp 3 miliar dari 

Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 pada 2020.  Anggaran itu untuk dialokasikan penanganan 

Covid-19 dan pemulihan dampak ekonomi.   Dana bantuan itu pun disetujui oleh Tim Anggaran 

Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Banten dan Pemkab Serang dipergunakan untuk pembuatan 

wastafel portable sebanyak 112 unit. Kemudian pembelian masker sebanyak 44 ribu lembar, pembelian 

4.000 hazmat, dan pembuatan face shield pada 2020. Namun, kedua terdakwa melakukan audensi pada 

Agustus 2020 dengan Lembaga kebijakan pengadaan barang mengenai dana bantuan Rp 3 miliar itu. 
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Pada pertemuan itu, disampaikan bahwa bantuan tersebut harus digunakan untuk pelatihan, bukan 

pengadaan barang. Pada 25 Agustus 2020, terdakwa mengirimkan surat ke Bupati Serang Tatu 

Chasanah mengenai perubahan penggunaan anggaran. Anggaran Rp3 miliar yang awalnya disepakati 

untuk pengadaan masker dan lainnya itu diganti menjadi pelatihan menjahit masker hingga APD untuk 

masyarakat terdampak. Pada Oktober, Bupati Serang mengeluarkan SK mengenai Penetapan Lembaga 

Pelatihan Kerja (LPK) sebagai tempat pemberdayaan masyarakat terdampak Covid-19. Lembaga yang 

dipilih adalah Wiyata Multi Karya, Gaya Busana, Mawar Melati, Karisma, Julia Jaya, dan Raudhatul 

Athfal. 

 

Akibat perbuatan terdakwa R Setiawan bersama Sutarya telah memperkaya diri sendiri atau korporasi, 

yaitu LPK Gaya Busana, Julia Jaya, Wiyata Multi Karya, Karisma, Komunitas Raudhatul Athfal sebesar 

Rp 1,4 miliar. 

 

Sumber Berita 

https://www.kompas.com/, Korupsi Dana Covid-19, Eks Kadisnakertrans Kabupaten Serang Dituntut 

7,5 Tahun, 3 April 2023.  

 

Catatan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2022 mengatur tentang Pengutamaan Penggunaan 

Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

26 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 

Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, 

Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, yaitu pada lampiran Pedoman Pendanaan 

Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 pada Huruf A tentang Pendanaan untuk 

penanganan pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD :  

 Pemerintah  Daerah  harus  melakukan  pengutamaan  penggunaan alokasi anggaran 

kegiatan/subkegiatan  tertentu  (refocusing)  dan perubahan alokasi anggaran, melalui 

optimalisasipenggunaan belanja tidak terduga (BTT)  yang tersedia dalam APBD. 

 Penggunaan BTT dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak penularan pandemi COVID-

19 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease  2019 di lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah. 

http://www.regional.kompas.com/
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 Dalam  hal  BTT  tidak  mencukupi,  Pemerintah  Daerah  melakukanpenjadwalan   ulang   capaian   

program dan kegiatan/subkegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran 

kegiatan/subkegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan 

uang kas yang tersedia melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, dan 

memberitahukan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah. Hasil alokasi anggaran 

penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan/subkegiatan dimaksud dialihkan ke belanja tidak 

terduga. 

 Tata  cara  penggunaan  BTT  dalam  rangka  penanganan  pandemi COVID-19, yaitu: 

a. kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan   

dampak   penularan   COVID-19, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) untuk 

mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari kepada 

pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD); 

b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala perangkat 

daerah yang secara fungsional terkait antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, 

paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB; 

c. kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait, dapat membuka rekening untuk 

menampung pencairan sebagaimana dimaksud dalam huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

d. pencairan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dilakukan dengan 

mekanisme LS atau TU sesuai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang diatur 

dalam Peraturan Kepala Daerah; 

e. pencairan  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  c  diserahkan kepada bendahara pengeluaran    

perangkat    daerah    yang mengajukan RKB; 

f. penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara  Pengeluaran  

perangkat  daerah  yang  mengajukan RKB; 

g. kepala  perangkat  daerah  yang   mengajukan  RKB, bertanggungjawab secara formal dan 

material terhadap belanja antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 yang 

dikelolanya; 

h. pertanggungjawaban  atas  penggunaan  dana  antisipasi  dan penanganan dampak penularan 

COVID-19, disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang mengajukan RKB, kepada PPKD 

dengan melampirkan rekapitulasi penggunaan belanja dan surat pernyataan tanggung jawab    

belanja sedangkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap tetap berada di SKPD; 

i. berdasarkan rekapitulasi penggunaan belanja, PPKD menyusun masing-masing pos laporan 

keuangan yang diungkapkan secara memadai pada CaLK; dan 

j. dalam   hal   terdapat   usulan   RKB   baru   sesuai   rencana penanganan pandemi COVID-

19 oleh Perangkat Daerah terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban 

RKB sebelumnya selesai. 
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 Pemberian hibah/bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, mempedomani hal 

sebagai berikut: 

a. pemberian hibah berupa uang 

Hibah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 diberikan melalui   jenis   belanja   

hibah.   Pemberian   hibah   dimaksud didasarkan pada permohonan hibah dari penerima 

hibah yang diusulkan melalui perangkat daerah terkait kepada PPKD. Pemberian hibah  

dituangkan  dalam  naskah  perjanjian  hibah daerah yang ditandatangani bersama oleh 

kepala daerah dan penerima hibah. Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi  

wewenang  untuk  menandatangani  naskah  perjanjian hibah daerah. Pencairan hibah dalam 

bentuk uang dilakukan dengan  mekanisme  pembayaran  langsung (LS) sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam  hal  terdapat  pemberian  hibah  yang sudah 

disalurkan dengan pembebanan langsung BTT, maka dalam pelaporan keuangan dilakukan 

reklasifikasi dari jenis BTT ke jenis belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

b. pemberian bantuan sosial berupa uang 

Bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 untuk penyediaan jaring 

pengaman sosial/social safety net diberikan melalui jenis BTT dan/atau jenis belanja bantuan 

sosial. Pemberian bantuan sosial diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial 

melalui perangkat daerah terkait berdasarkan RKB yang disampaikan kepada PPKD. Pemberian 

bantuan sosial kepada individu/Keluarga Penerima Manfaat/masyarakat yang  terdampak  atau  

mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat pandemi COVID-19, seperti keluarga 

miskin, pekerja sektor informal/harian dan invidu/ masyarakat lainnya. 

c. penerima,  bentuk,  satuan,  dan  jumlah  hibah/bantuan  sosial dimaksud ditetapkan oleh 

Pemerintah  Daerah berdasarkan kebutuhan,  analisis  yang  matang  dan  mendalam,  serta  

data yang dapat dipertanggungjawabkan (evidence-based) dan telah memperhitungkan dampak 

sosial dan ekonomi. Pemberian  hibah/bantuan  sosial  dimaksud  dikelola  secara tertib, 

taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 

bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

d. pemberian hibah/bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dalam rangka penanganan 

pandemi COVID-19 tidak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. 

 Melakukan percepatan penyaluran bantuan sosial dan/atau jaring pengaman sosial/social safety    

net kepada individu/Keluarga Penerima Manfaat/masyarakat yang terdampak atau mengalami 

guncangan dan kerentanan sosial akibat pandemi COVID-19, dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 
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a. merealisasikan anggaran yang tersedia dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada APBD 

untuk pemberian bantuan sosial dan/atau jaring pengaman sosial/social safety net kepada 

individu/Keluarga Penerima Manfaat/masyarakat yang terdampak. 

b. dalam  hal  anggaran  untuk  bantuan  sosial  dan/atau  jaring pengaman sosial/social safety 

net tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia sebagaimana tersebut pada butir a dalam APBD, 

dilakukan optimalisasi   penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT); 

c. dalam  hal  BTT  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  b  tidak mencukupi, Pemerintah Daerah 

melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan/subkegiatan serta memanfaatkan 

uang kas yang tersedia; 

d. hasil penjadwalan ulang sebagaimana dimaksud pada huruf c direalokasikan dalam BTT 

yang dilaksanakan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD, dan 

memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

e. pemberian    bantuan    sosial    dan/atau    jaring    pengaman sosial/social safety net yang 

tidak dapat direncanakan akibat pandemi COVID-19,   menggunakan   BTT   dan   dilaksanakan 

melalui mekanisme pembebanan langsung. 

f. pencairan    BTT    sebagaimana    dimaksud    pada    butir    e dilaksanakan mempedomani 

ketentuan angka 5. 


